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bahwa dalam mngka memmmbubkan wira usaha baru di Kabupaten Langkat, maka
perlu  mmendavagunskon Sumber Daya Manusia yang memilikd Keterampilan

menjahit dar bordir;

. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut dialas, perlu difasilitasi bantuan

peralatan kerja mesin jahit dan bordir kepada warga Kabupaten Langkat yang
belum mermiliki peralatan kerjn sendiri;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimakend pada huruf 2 dan b maka
periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pendistribusian
Peralatan Kerja Mesia Jahil dan Bordir, |

Undang — Vndang nomor 7 Drt Tatmn 19236 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten — kabupaten di lingkungan Propinsi Sumaira Utara.{ Lembaran Negara
RY Tahun 1956 Nomor 58 ):

Undang — Undang Nomor 32 tshun 2004 Tentang Pemertitahan Daerah (
Lembaran Negara RT Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan {embaran Negara Ri
Nomor 4437 ), sehagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Namor 59,
Yeambahon [ embaran Negara RI Nomor 4844 ),

Peraturan Pemerintah RI Nomor § tabun 1982 teptang Perpindaban bu Koty /
Kabupaten Daceah T.K. H Langkat dan Binjai ke Stabat { Lembaran Negara Ri
Tahun 1982 Nomar 9 );

Pergturan Penwringah K1 Nomor 10 tahun 1986 lesdang Perubshan Batas Wilayah

Keota Madya Diaersh T.K. T Binjai, Kabupaten Daerah T.K. 11 Deli Serdang (
Lembaran Negars RI Tahun 1986 Numer 11, Tambahan Lembaran Negara R

Nomor 3323 );



Lo

Peraturan Penverintah R Nomor 58 whbun 2005 tentany Pengeloluun Keuungun
Duerah { fcmbaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negera Ri
Nomor 4578 1.

6. Peratutan Meoiteri Dalam Negeri Nomor {3 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangen Dacrah schagaimans telah dirubsh dengan Peraturan
Menter: Palamn Negeri Nomor 39 tahun 2037,

7. Peraturan Dazerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupsten Langkat { Lembaran Daerab Kabupalen langkat
Tabua 2007 Nomor 23, Tambahan iﬁmbamn Daerah Nomor 1 3,

8. Persturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Xabupaten Langkat Tehun 2010 { Lembaran Daerah Tahun 2009
Nompor 4 };

9, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 teniang Rineian Tugas dan Fungai Dinas
Koperasi, UKM dan PMD { Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran- APBD Kbupaten

Langkat Tehuz 2016 { Berita Dacrah Kabupaten Langkat Nemor 33,

MEMUTUSKAN

Menetapkam  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN
PERALATAN KFERIA MESIN JAHIT DAN BORDIR

Pasat t

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
}. Daerah adulah Kabupaten Langkat
2. Pemoridah Dacrah adalzh Supatt dan Perangkat Daevah iCabupaten iangkat sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Dacrah.

3. Bupati adalah Bupati Lunyiat,

4. Dnnas Koperasi, tsaha Kecil Menengah dan PMD Yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi,
Usahu Keeil Menengah dan Pensuaman Modal Daerah Kabupaten Lanckat,

3. Peralalan kerja adalab mesin ahit dan mesin bordir,

Warga adaleh Penduduk yaag berdomisili di Kabupaten Langkat.

én

7. Fencrora Peralatan keria adalah Warga yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai

penerima hak pakal / menpgunakan mesin juhit atan bordir,

Pasal 2

Pendistribusian peralstan. ketja mwesin jahit dan bordir bertujuan umtuk memberdayaken dan
meningkatkan produktivitas masyarakat yang mempunyai kemampuan keterampilan menjahit dan

bordir sehingga dapat mengurangi supgka pengangguran dan meningkatksn pendapalan masyarikal



Pasal 3

Sasaran pendistribusian perefatan mesin jahit dan bordir adalah warga yang memiliki kemampuan
keterampilan menjahit dan bordir atan warga yang telah mengikuti pelatihan menjahit dan bordir yang
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

Pasat 4

Sumber dana pengadaan mesin jahit sebanyak 40 (empat pulub} unit dan bordir 20 {dua puluh) unit
berasal duri APBD Kabupaten Langkat T.A. 2010 pada Dinas Keperasi, UKM dan PMD.

Pasal 5

Peralaton kerja diberikan kepada worga vang memenuhi persyaratan sebagai berikut
Memiliki kemampuan keterampilan menjahit dan bordie.

b.  Belum memiliki peralatan kerja sendiri.

e Berdomisili di Kabupiien Langkat.

d.  Mengajukan susat permaohenan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD vang
diketahui oteh Kepaia Dese . Lurah seterapat dilengkapi dengan fotocopy KTP dan Kartu
Keluarga yang masih bevlaku dan dilegalisir,

€. Sertifikat pelatihun mesiu ahit dan bordir atau surst pernyutaan terampil menjahit atau bordir

vang diketahui oleh Kepaia Desa / Lurah setempa.

Pasal 6

(1Y Dinas Koperast, UKM don PMD membentuk Tun Seleksi kelayakan untuk menyeleks: sctiap
permohoran vang digiuken oleh calon penerima peralatan kenja.

(2) Tira seleksi kelayakan membuat berita acara penilaian dan mengusulkan daftar nama caton
pererima peralatan kerjz kepada Kepala Dinas Koperasi, TJKM dan PMD.

{33 Kepala Dinas Koperast, KM dan PMD berdasarkan Benita Acara Tim Seleksi kelayakan
nengusulken daftar nama calon pererima peralatan kerta kepada Bupate,

{4} Bupati berdasarkan usuiun Kepaia Dinas Koperasi, UKM dan PMD menetupkan nama penerima

peralaian kevia.
Pasat 7

Serah terims peralatan kerja dilengskapi denpan :

a. Surat Perianjian antara penerima peralatan kerja dengan Kepala Dinas Koperasi. UKM dan
FMD,

b. Berita ucara serah terima pemla-taﬁ kerja.

Surat pernyataan sanggup memelihara peralatan kerja dengan biaya sendiri.

d. Surat pernyataan tidak memindah tengankan atau memperjual belikan peralatan kerja kepada
pihak lain

e. Swrat perovatan bersedio diperiksa secara berkaln maupun insidentil oleh Dinas Kaperasi, UKM
dan PMD,

f}



Pagal 8

(1Y Bagi penerima peralatan kerje yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b.c dan d dikenakan
sanksi penarikan / pengaliban peralatan kerja.

(21 Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pade ayat (1) Kepala Dinas Koperast, UXM
dan PMID terlebih dahulu meraberikan toguran secard tutisan scbanyak 3 {tiga) kali berturut-

T,
Pasal 0

(1) Pencritna peralatan kedja walib melaporkan pengelolaan dan pemaniaatan peralatan kefja
sekgrang-kurangnya ! (sutu} kali dalam 3 {lign} bulan kepada Kepala Dinas Koperasi, UTKM

(2 Minas Koperasi, UKM dan PMD yang membidengi pembinaun UKM melaksanakai monitoring
dan evaluasi atas pengeloinan dan pemanfaatan peralaten kena.

(3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupib

metaiui Kepala Dinas Koperasi. UKM dan PMD.
Pasal 10

(1) Hab-hul  vusg belom  onkop  diatur dalam  peroturan ini.  sepangang mengenat  tekeis
pelaksanaannya akan diatur fcbth fanjut dengan peraturan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
rrD.

{2} Peraturan Bupaii ini mulai berieku puda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeshoinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.
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